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Ringkasan Eksekutif
Provinsi Kalimantan Utara, sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB), masih sangat bergantung pada Transfer 
ke Daerah (TKD), dengan lebih dari 70% pendanaan berasal dari pusat. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 
2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja semakin 
mempersempit ruang fiskal, terutama setelah alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur ditunda pencairannya. 
Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sementara belanja pegawai terus meningkat. 
Risalah kebijakan ini membahas kerentanan pengelolaan anggaran terhadap penyalahgunaan serta keterbatasan 
dan aksesibilitas infrastruktur. Diperlukan strategi konkret seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui 
digitalisasi perpajakan, efisiensi belanja pegawai, serta skema pendanaan alternatif seperti Kerja sama Pemerintah 
dengan Badan Usaha (KPBU) dan Dana Insentif Daerah guna menjamin pemenuhan mandatory spending tanpa 
mengabaikan layanan publik. Dokumen ini juga merekomendasi lima kebijakan utama, yaitu optimalisasi PAD, efisiensi 
belanja pegawai, skema pendanaan alternatif, efisiensi kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat, dan 
optimalisasi keterlibatan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. 

Kata Kunci: efisiensi belanja, mandatory spending, APBD 2025

Latar Belakang

Irfan Tulak, Nurul Affandy, Iskhak Fatonie, M. Yusran, Faisar Jihadi

Kalimantan Utara (Kaltara) adalah salah satu provinsi 
termuda di Indonesia dengan struktur ekonomi yang 
masih sangat bertumpu pada sektor primer1, serta 
ketergantungan fiskal terhadap TKD yang mencapai 
lebih dari 70% (Rancangan Teknokratik Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kalimantan Utara 2025-2029). 

1 Sektor primer adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, salah satunya pertambangan.
2 Anggaran untuk DAK Fisik Infrastruktur menurun dari sebesar Rp67,7 miliar (2023) menjadi sekitar Rp47,5 miliar (2025), dan kemudian 
ditangguhkan sepenuhnya pada tahun 2025, seiring dengan menurunnya alokasi anggaran dan lemahnya komitmen pendanaan.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan PAD 
Kaltara menunjukkan peningkatan (Grafik 1). Namun, 
pertumbuhan tersebut belum cukup untuk memenuhi 
kebutuhan belanja pembangunan daerah, termasuk 
pembiayaan infrastruktur.2 
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Grafik 1. Pendapatan Daerah Kaltara

 Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kalimantan Utara 2025-2029

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menandai perubahan 
signifikan dalam strategi pengelolaan fiskal nasional, 
yang menekankan efisiensi belanja agar anggaran dapat 
dialokasikan secara optimal. Kebijakan ini diperjelas 
melalui KMK Nomor 29 Tahun 2025, yang mengatur 
penyesuaian TKD dengan ketentuan alokasi 40% untuk 
infrastruktur, 20% untuk pendidikan, dan maksimal 30% 
untuk belanja pegawai. Namun, kebijakan efisiensi ini 
memberi tekanan besar bagi Kaltara, terutama karena 
DAK Fisik Infrastruktur, sebagai sumber utama pendanaan 
pembangunan, ditangguhkan sepenuhnya. 

Kaltara menghadapi risiko stagnasi pembangunan 
infrastruktur esensial yang dibutuhkan masyarakat 
untuk mengakses layanan dasar, seperti jalan, listrik, 
dan air bersih. Berdasarkan data SEPAKAT-Regsosek 
2022, aksesibilitas terhadap layanan dasar di Kaltara 
masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil 
yang mengandalkan subsidi infrastruktur dari pusat. 
Dampaknya, hingga 2024, Angka Kematian Ibu (per 
100.000 kelahiran hidup) dan Angka Kematian Bayi (per 
1.000 kelahiran hidup) di Kaltara masih lebih tinggi dari 
rata-rata nasional. Persentase penduduk yang memiliki 
rumah layak huni di Kaltara juga hanya 56%, lebih rendah 
dari rata-rata nasional (61%), dan nyaris 10% penduduk 
belum memiliki akses air bersih.

3 Tammar, M. (2021). The impact of government spending on economic growth: Evidence from developing countries. Journal of Economic 
Development, 34(3), 215-234.
4 Chudik, A., Mohaddes, K., Pesaran, M. H., & Raissi, M. (2017). Optimal government size and economic growth in developing and MENA 
countries: A dynamic panel threshold analysis. Economic Research Forum. Retrieved from https://erf.org.eg/app/uploads/2018/11/1256.pdf 

Kondisi fiskal Kaltara menunjukkan gejala high 
spending, low growth. Grafik 2 menunjukkan bahwa 
alokasi anggaran pembangunan pemerintah Kaltara 
belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Riset dan pembelajaran dari berbagai negara 
menunjukkan bahwa, selain faktor serapan dan realisasi 
anggaran yang tepat waktu serta bebas dari korupsi, 
terdapat tiga prasyarat agar belanja pemerintah 
berkontribusi terhadap pertumbuhan. 

Pertama, alokasi belanja harus diarahkan ke sektor 
produktif, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur 
dan investasi publik yang memperkuat produktivitas dan 
output ekonomi dalam jangka penjang (Tammar, 2021).3 
Kedua, efisiensi dan kualitas institusi. Kualitas institusi 
dan efisiensi penggunaan anggaran membutuhkan 
political will dari pembuat kebijakan. Tammar (2021) 
dan Chudik et al. (2017) secara spesifik menyatakan 
bahwa penyaluran dana publik untuk program-program 
dengan dampak ekonomi tinggi, lebih berpeluang 
menghasilkan dampak terhadap pertumbuhan dan akan 
mendorong efisiensi.4 Untuk itu, institusi publik perlu 
secara teliti mengidentifikasi sektor dan subsektor yang 
paling potensial untuk mendongkrak pertumbuhan 
pasar dalam jangka panjang, serta memosisikan alokasi 
anggaran sebagai stimulan bagi pertumbuhan tersebut.  
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Pemenuhan mandatory spending belum optimal
Regulasi nasional yang mewajibkan alokasi minimal 
20% anggaran untuk belanja pendidikan dan 40% untuk 
belanja infrastruktur belum dipenuhi oleh Pemerintah 
Provinsi Kaltara. Hal ini disebabkan oleh  pengalihan 
alokasi anggaran untuk program-program prioritas di luar 
sektor pendidikan, termasuk sektor kesehatan. Tantangan 
demografis, geografis, dan infrastruktur menyebabkan 
kebutuhan anggaran per komponen/paket layanan 
menjadi lebih tinggi karena memerlukan mobilitas staf.5 
Terbatasnya penerimaan daerah juga membuat alokasi 
anggaran untuk memenuhi mandatory spending (seperti 
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) harus bersaing 
dengan kebutuhan program-program prioritas daerah. 

5 Contohnya adalah kegiatan surveillance malaria, penyuluhan kesehatan (promosi kesehatan), layanan ambulans, pemantauan kondisi 
jalan/jembatan, dan sebagainya. 

Potensi penerimaan pajak perorangan dan badan 
usaha terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan belanja 
pembangunan infrastruktur
Analisis Data Regsosek (2022) menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk Kaltara berusia 18 tahun ke atas di 
luar desil 1-3 mencapai 92.443 jiwa. Dengan asumsi 
50% dari jumlah tersebut bekerja di sektor formal, maka 
potensi wajib pajak individu di provinsi ini hanya sekitar 
46 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa peningkatan 
penerimaan pajak perorangan bukanlah solusi strategis 
untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mencukupi 
kebutuhan mandatory spending. 

Deskripsi Masalah

Grafik 2. CAGR PDRB/Kapita dan Belanja Pemda/Kapita (Juta Rp), 2013 - 2022
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Sumber: Pemaparan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan pada Bimbingan Teknis dan pendampingan penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah melalui KEM PPKF regional – KUA PPAS Provinsi Kalimantan Utara, September 2024

   

Ketiga, efek ambang batas (threshold). Studi Chudik et 
al. (2017) di lima belas negara di Asia dan Afrika Utara 
menunjukkan adanya ambang batas belanja pemerintah 
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang umumnya 
berada pada kisaran 10-30%. Jika belanja pemerintah 

melebihi ambang batas tersebut, akan ada dampak 
negatif akibat inefisiensi/pemborosan, serta tumpang 
tindih area intervensi pemerintah dengan area investasi 
yang diminati sektor swasta.
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Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), terdata 40 
perusahaan industri berskala menengah dan besar di 
Kaltara, dengan 37 di antaranya bergerak di sektor 
pertambangan batubara. Meskipun Kaltara memiliki 
267.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 
sebanyak 99,9% tergolong usaha beromzet kurang dari 
Rp500 juta per tahun yang dibebaskan dari kewajiban 
pajak.6 Data tersebut mengindikasikan dua hal: (1) jumlah 
perusahaan besar yang terdata belum lengkap dan belum 
merepresentasikan potensi objek pajak badan usaha; atau 
(2) jumlah objek pajak badan usaha terlalu kecil untuk 
dapat menggantikan pemotongan DAK infrastruktur 
yang dibutuhkan untuk meningkatkan akses dan kualitas 
layanan dasar. 

Penerimaan Dana Bagi Hasil sumber daya alam 
batubara yang terlalu rendah 
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Kaltara tahun 2019, provinsi ini 
memiliki areal tambang batubara produktif seluas 79.473 
hektare dengan aktivitas produksi yang dilakukan oleh 37 
perusahaan. Nilai Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara 
(DBH Minerba) yang direalisasikan untuk Provinsi Kaltara 
pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp364,86 miliar.7 

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.
7 Tribunbatam.id. (2025, Mei 27). Dana Bagi Hasil Kalimantan Utara sudah cair Rp910,28 miliar, ini daftar DBH 2025 di Kaltara. Tribunbatam.
id. Diakses pada 9 September 2025, dari https://batam.tribunnews.com/2025/05/27/dana-bagi-hasil-kalimantan-utara-sudah-cair-rp-91028-
miliar-ini-daftar-dbh-2025-di-kaltara 

Dengan demikian, penerimaan DBH Minerba dari 
pertambangan batubara yang sedang berproduksi 
di Kaltara setara dengan Rp4,59 juta per hektare per 
tahun, dengan estimasi produksi 25-28 juta ton per 
tahun. Penerimaan ini terlalu kecil dibandingkan dengan 
kerusakan hutan yang merupakan ruang hidup dan 
sumber nutrisi masyarakat adat di Kaltara. 

Batubara yang dikeruk dari Kaltara dikirim melalui kapal 
ke provinsi lain untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau bahan baku 
untuk menghasil produk lain, seperti pupuk, baik untuk 
kebutuhan di luar Provinsi Kaltara maupun untuk diekspor 
ke negara lain. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja dari 
pengolahan batubara tidak tercipta di dalam wilayah ini. 

Belanja anggaran masih lebih berorientasi pada output 
daripada dampak
Struktur belanja yang terlalu didominasi oleh belanja 
pegawai menghambat pengalokasian anggaran ke sektor-
sektor produktif lainnya. Selain itu, sistem pengelolaan 
keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal 
transparansi dan akuntabilitas. Tanpa adanya mekanisme 
kontrol yang ketat, kebijakan efisiensi berisiko tidak 
menghasilkan dampak optimal bagi masyarakat.

Grafik 3. Penduduk Usia Kerja Per Desil di KALTARA

  Sumber: SEPAKAT Regsosek, 2022

Laki-laki Perempuan

DESIL 1 DESIL 2 DESIL 3 DESIL 4 DESIL 5 DESIL 6 DESIL 7 DESIL8 DESIL 9 DESIL 10

https://batam.tribunnews.com/2025/05/27/dana-bagi-hasil-kalimantan-utara-sudah-cair-rp-91028-miliar-ini-daftar-dbh-2025-di-kaltara
https://batam.tribunnews.com/2025/05/27/dana-bagi-hasil-kalimantan-utara-sudah-cair-rp-91028-miliar-ini-daftar-dbh-2025-di-kaltara
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Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Yang Disasar
	 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
	 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

	 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja 
Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

	 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 
Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Bappeda, Bapenda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait 
lainnya dapat melakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, khususnya dari 
sektor pertambangan, perkebunan, dan pariwisata (bukan pajak perorangan). Upaya ini dapat dilakukan 
melalui kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak kendaraan bermotor untuk 
mengidentifikasi ulang wajib pajak. Praktik ini telah diterapkan oleh beberapa provinsi, antara lain Jawa 
Barat dan Jakarta, melalui kebijakan ‘pemutihan’. Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi 
perlu dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi. 
Dalam implementasinya. Pemerintah Provinsi Kaltara dapat meminta dukungan dari pemerintah pusat 
untuk merealisasikan digitalisasi ini. 

Efisiensi belanja pegawai
Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Bappeda, Badan Kepegawaian Daerah, dan OPD terkait dapat 
melakukan tinjauan menyeluruh terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak produktif. Selain itu, digitalisasi 
layanan administrasi perlu diperkuat untuk mengurangi kebutuhan pegawai non-esensial. Seperti halnya 
di provinsi lain, porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 
masih tinggi, termasuk untuk tenaga honorer. 

Skema pendanaan alternatif 
Pemerintah Provinsi Kaltara dapat bekerja sama dengan badan usaha melalui skema KPBU dan pemanfaatan 
dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendanai proyek 
infrastruktur tanpa membebani APBD. Selain itu, pemerintah provinsi dapat memanfaatkan dana insentif 
kinerja daerah serta hibah lainnya untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Kemitraan dengan 
lembaga mitra pembangunan, seperti Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia SKALA, Program 
Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar dan INOVASI, juga dapat diperkuat untuk 
memperoleh berbagai dukungan teknis. Dukungan ini dapat meliputi peningkatan PAD, penguatan 
kapasitas tenaga pemungut pajak, penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk mendukung efisiensi, 
optimalisasi aset daerah, dan penataan regulasi perpajakan daerah. 
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Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta 
mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA 
didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

Efisiensi kegiatan yang tidak berdampak langsung pada masyarakat
Efisiensi belanja dapat dilakukan melalui rasionalisasi perjalanan dinas dengan membatasi perjalanan 
luar daerah hanya untuk kegiatan yang strategis dan berdampak tinggi bagi pembangunan daerah. 
Pengurangan belanja barang non-esensial juga perlu dilakukan, seperti pengadaan kendaraan dinas baru, 
renovasi kantor yang tidak mendesak, serta pengadaan barang habis pakai yang masih dapat dioptimalkan. 
Efisiensi juga dapat diterapkan dalam penyelenggaraan rapat dan sosialisasi dengan mengurangi kegiatan 
seremonial yang tidak perlu serta mengadopsi metode daring untuk rapat-rapat koordinasi internal. 
Proyek infrastruktur non-prioritas, seperti pembangunan gedung baru yang tidak mendesak, sebaiknya 
ditunda agar anggaran dapat dialihkan ke sektor layanan publik yang lebih penting. Optimalisasi aset 
daerah dilakukan dengan memastikan aset-aset yang tidak produktif dapat dimanfaatkan atau dialihkan 
untuk menambah pemasukan daerah. 


